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BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di
Desa/Kelurahan dan Bab XI Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan,
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum
saat ini, sehingga perlu dicabutsudah tidak sesuai dengan
kondisi hukum saat ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan  Peraturan Daerah  Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah—-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6871);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Bab XI Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan
dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di
Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA,
Ttd

I NENGAH TAMBA
Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
Ttd

I MADE BUDIASA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI
(1,12/2024).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

.  UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa sebagai tidak lanjut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, membuat posisi Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang
masih mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa sudah tidak relevan dan perlu dicabut. Sebagai tindaklanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Pemerintah
Kabupaten Jembrana sudah menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Jembrana Nomor 5 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan.

Selanjutnya berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, juga perlu
dilakukan pencabutan terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan
Kelurahan, yang mengatur tentang pengangkatan kepala lingkungan
karena akan diatur secara khusus mengenai Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Lingkungan melalui Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

[I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1.



